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ABSTRAK

FIKO FERDIAN ISMET : Analisis Varians Belanja, Pertumbuhan
Belanja, Keserasian Belanja, Efisiensi
belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran
Bappeda Kota Padang

Pembimbing : Halkadri Fitra SE , MM . Ak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis selisih antara belanja dan anggaran serta mengetahui bagaimana
peningkatan kinerja anggaran belanja Bappeda Kota Padang. Penelitian ini
dilakukan di Bappeda Kota Padang dengan menggunakan data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Padang
serta peraturan perundangan yang mengatur.

Data yang digunakan dalam menganalisis adalah Anggaran Belanja dan
Realisasi Belanja Bappeda Kota Padang tahun 2011 sampai dengan 2013. Teknis
analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan
menggunakan analisis belanja yang meliputi, analisis varians belanja, analisis
pertumbuhan belanja,analisis keserasian belanja,analisis efesiensi belanja pada
laporan realisasi anggaran Bappeda kota Padang.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa :a). Pada analisis varians terdapat
selisih rata rata belanja dengan realisasinya 1.209.037.184,33. Pada analisis
pertumbuhan belanja terdapat rata rata sebesar 13,75%.Pada analisis keserasian
belanja operasi dan belanja modal menunjukan rasio sebesar 96% untuk belanja
operasi, dan 3% untuk belanja modal. Sedangkan untuk analisis porposi belanja
langsung dan tidak langsungtelah sesuai dengan ketentuan, bahwa belanja lansung
lebih besar dari belanja tidak langsung.d) Pada tahun 2010-2012 realisasi belanja
pada analisis efesiensi belanja Bappeda adalah 92%.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif di Indonesia maka pada
tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintahan Keuangan
Daerah dan Pengelolaan Keuangan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor
25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah Daerah. Kedua undang undang tersebut membawa perubahan
fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah (Darise, 2008 : 1)

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah memiliki  hak
dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya yang
dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan
berlakunya otonomi daerah kabupaten/kota, pengelolaan keuangan daerah
sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi
manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik
adalah anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian,
anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, dan

anggaran sebagai alat motivasi (Mardiasmo, 2005: 63)



Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah
kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan
akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.
Tuntutan akuntanbilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik
untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya
pertanggungjawaban vertikal. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya
transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan
pemerintah (Mardiasmo, 2005: 21)

Laporan keuangan organisasi sektor publik meliputi laporan posisi
keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas
untuk suatu periode pelaporan. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi,
sesuai dengan ketentuan UU No.32 dan 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005,
dan PP No. 58 Tahun 2005, pemerintah daerah disyaratkan untuk dapat
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari LKPJ
Kepala Daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
pasal 31 mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD berbentuk Laporan Keuangan. Laporan
Keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan daerah (Bastian: 2010)

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan

eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit,



Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca,
serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun. 2005, Laporan Realisasi
Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang
menunjukkan ketaatan APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan
informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan
pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntanbilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran, dengan
menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh
yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalah hal efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan
informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan
diterima untuk memberikan dana kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam
periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah
daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja
keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas
yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang
dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus Kkas.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan



pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-
pos sebagai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan,
pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SiLPA/SIKPA).

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi,
alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta
penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan
pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut
pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis
pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. (Mahmudi 2010: 135)

Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ini, pegawai
instansi memerlukan kelengkapan data pembelanjaan langsung operasi. Dengan
kelengkapan data inilah pegawai instansi yang sudah bertanggung jawab dalam
penyusunan dengan baik dan lancar agar tercapai sasaran yang ditentukan dan
pelaporan realisasi anggaran ini dilaksanakan setiap semester secara manual serta
pembuatannya berkesinambungan.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting
yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat
sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan
berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan
semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja
daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan

merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat



belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan
kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengewasan terhadap belanja
sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan
untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. (Mahmudi 2010:
155)

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran yang penulis
terima selama mengadakan observasi di Bappeda Kota Padang, Anggaran maupun
Belanja di Bappeda Kota Padang setiap tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat
diketahui dengan melihat bagaimana LRA Bappeda Kota Padang setiap tahunnya.
Pembaca laporan keuangan dapat membuat analisis belanja daerah untuk
mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara
efesien dan efektif. Untuk menganalisis anggaran khususnya analisis belanja
daerah yang menggunakan analisis rasio keuangan terhadap perhitungan belanja,
dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain berupa: 1) Analisis Varians
Belanja yaitu analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja
dengan anggaran, 2) Analisis Pertumbuhan Belanja yaitu untuk mengetahui
perkembangan belanja dari tahun ke tahun. 3) Analisis Keserasian Belanja yaitu
untuk mengetahui keseimbangan antar belanja, 4) Rasio Efesiensi Belanja
merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja,
digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan

pemerintah. Rasio ini menunjukkan produktifitas dan efektivitas belanja daerah.



Berdasarkan uaraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan
menulis masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul “ Analisis
Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, Efisiensi

Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Padang.”

1.2. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang dikemukakan maka masalah pokok yang timbul

dari penelitian yang ditemukan penulis adalah:

1. Bagaimana Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari rasio analisis
varians belanja?

2. Bagaimana Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari rasio analisis
pertumbuhan belanja?

3. Bagaimana Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari rasio analisis
keserasian belanja?

4. Bagaimana Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari efesisensi

belanja?

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari
analisis varians belanja.
2. Untuk mengetahui Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari

analisis pertumbuhan belanja.



3. Untuk mengetahui Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari
analisis keserasian belanja.
4. Untuk mengetahui Kinerja Belanja di Bappeda Kota Padang ditinjau dari rasio

efesiensi belanja.

1.4. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dilakukan
penelitian adalah:
1. Untuk penulis
Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu dan sebagai syarat dalam
menyelesaikan studi pada Program Studi D3 Akuntansi (Sektor Publik)
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Untuk akademis
Pengembangan ilmu dalam bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik, khusunya
tentang Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Pada Laporan Realisasi
Anggaran.
3. Untuk instansi yang diteliti
a. bagi pemerintah daerah, dapat memberikan sumbangan terhadap badan atau
dinas yang terkait, khususnya yang berhubungan dengan analisis Laporan
Realisasi Anggaran.
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka pikir peneliti dan dapat

dijadikan referensi untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan
2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan adalah laporan yang
disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos

asset kewajiban dan ekuitas dana.

2.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan umum laporan keuangan adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan
kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
adalah untuk menyediakan informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan
informasi yang serupa bagi sejumlah pengguna yang berberda-beda (Afiah, 2010 :
14).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan disusun untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh



transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan terutama digunakan membandingkan realisasi pendapatan dan
belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efesiensi, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
secara sistemastis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:
a. Akuntanbilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan umber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.



d.
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Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)

membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah
pada periode laporan cukup untuk membiyai seluruh pengeluran yang
dialokasikan dan apakah generasi yang akan dating diasumsikan akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.3. Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP), pelaporan keuangan menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntanbilitas dan membuat

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran.

Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya.

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
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pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak
dan pinjaman.

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.4. Macam dan Bentuk Laporan Keuangan
2.1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), unsur yang dicakup dalam laporan realisasi
anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur
didefinisikan sebagai berikut: Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah
yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pembiayaan
adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.4.2. Neraca
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset,

kewajiban, dan ekuitas dan masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:



12

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwva masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiva masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

2.1.4.3. Laporan Arus Kas

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),unsur yang dicakup oleh laporan arus kas
terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.Masing-masing unsur didefinisikan
sebagai berikut:
a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah.

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

2.1.4.4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), catatan atas laporan keuangan

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
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a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan
dan pencapaian target Perda APBD.

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.

c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen dalam penyusunan
laporan keuangan pada sektor pemerintahan.

Menurut Permendagri No.4 Tahun 2008 Laporan Realisasi Anggaran
adalah:

“Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi

realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam

suatu periode tertentu”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Realisasi Anggaran
menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi
yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam
periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan

Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan

tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
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a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indra Bastian (2001: 79) mengemukakan ’’Anggaran dapat diinterpretasi
sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan
akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang’’.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa anggaran merupakan penghubung
antar sumber daya keuangan dengan prilaku manusia.Sehingga tujuan utama
untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya mencapai tujuan

organisasi yang disusun dalam unit kesatuan dalam periode waktu tertentu.

2.2.1. Isi Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), isi Laporan Realisasi Anggaran mencakup hal

sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
menonjolkan berbagai unsur berbagai pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

b. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan anggarannya.

c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan
keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran

seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang
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material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci
lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai
berikut:

a. Pendapatan -LRA

b. Belanja

c. Transfer

d. Surplus/defisit-LRA

e. Penerimaan pembiayaan

f. Pengeluaran pembiayaan

g. Pembiayaan netto

h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA /SiKPA)

2.2.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah

sebagai berikut:

a. Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar
penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka
memenuhi tujuan akuntanbilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

b. Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang
realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan

antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-
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target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2.2.3.Manfaat Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP), manfaat Laporan Realisasi Anggaran adalah

sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas
pelapora yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.informasi
tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntanbilitas dan ketaatan
entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi.

2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh
yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi
dan efektivitas penggunaan anggaran.

Melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis

pendapatan dan belanja daerah.

2.2.4. Struktur Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 tentang standar

akuntansi pemerintahan (SAP), Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
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informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang
pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.

b. Cakupan entitas pelaporan

c. Periode yang dicakup

d. Mata uang pelaporan

e. Satuan angka yang digunakan

2.2.5 Pelaporan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang standar
akuntansi pemerintahan (SAP), Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu
entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu
periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan
informasi sebagai berikut:
a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran

dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.2.6. Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis

pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan.
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Entitas pelaporan menyajikan Klasifikasi belanja menurut jenis belanja
dalam Laporan Realisasi Anggaran.Klasifikasi belanja menurut organisasi
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di catatan atas laporan
keuangan.Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan

keuangan.

2.3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap unsur laporan keuangan sektor publik kedalam laporan posisi
keuangan dan laporan kinerja keuangan.
Definisi kinerja menurut Indra Bastian (2006: 329) adalah:
“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi
suatu organisasi’’.
Sedangkan menurut Larry D Stout (1993) dalam Bastian menyatakan:
“Pengukuran/ penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui
hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses”.
Maksudnya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyataka
n keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang

yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan

diukur berdasar kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

2.3.1. Penilaian kinerja
Menurut Mardiasmo (2005: 122) menjelaskan bahwa penilaian kinerja

memiliki tujuan atau manfaat bagi manjemen sebagai berikut:
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Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai
Kinerja manajemen.

Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk  memonitor dan  mengevaluasi  pencapaian  kinerja  dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif
untuk memperbaiki kinerja.

Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward &
punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai
dengan system pengukuran Kinerja organisasi.

Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.3.2. Tujuan penilaian kinerja sektor publik

Menurut Mahmudi (2007: 14) menjelaskan tujuan dilakukan penilaian

kinerja sektor publik sebagai berikut:

a.

b.

Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Memperbaiki kinerja periode berikutnya

Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan
pemberian reward dan punishment

Memotivasi pegawai

Menciptakan akuntanbilitas publik
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Pengukuran kinerja sektor publik dialukan untuk memenuhi tiga tujuan
yaitu :

a. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan
untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program
unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas
organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi

kelembagaan.

2.3.3. Aspek- aspek Pengukuran Kinerja
Menurut Indra Bastian (2001: 331) pengukuran kinerja dilakukan untuk
aspek- aspek berikut ini:
a. Aspek Finansial
Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow.Aspek finansial ini sangat
penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga dianalogikan sebagai
aliran darah dalam tubuh manusia.
b. Kepuasan Pelanggan
Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial
dalam penentuan strategi perusahaan.Untuk itu, manajemen perlu memperoleh

informasi yang relavan tentang tingkat kepuasan pelanggan.
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c. Operasi dan Pasar Internal
Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan
bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi.

d. Kepuasan Pegawai
Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai
amat menentukan kelangsungan organisasi.

e. Waktu
Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil

pengukuran Kinerja dapt dimaksimalkan.

2.3.4. Sistem manajemen kinerja sektor publik
MenurutMahmudi (2007: 16) manajemen kinerja membutuhkan proses
sistematis. Untuk itu, perlu dibuat desain system manajemen kinerja yang tepat
untuk mencapai kinerja optimal.
Tahap- tahap system manajemen kinerja meliputi:
a. Tahap perencanaan kinerja
b. Tahap pelaksanaan kinerja
c. Tahap penilaian kinerja.
d. Tahap review kinerja

e. Tahap perbaikan kinerja

2.3.5. Pelaporan Kinerja

Menurut Mahmudi (2007: 71) pelaporan kinerja merupakan refleksi
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kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan
sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud
dari proses akuntanbilitas. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat
pelaporan Kkinerja organisasi sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut:
pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana
teknis. Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan
Perwakilan Rakyat, sehingga masyarakat dan anggota DPR bisa menerima
informasi yang lengkap dan tajam kinerja program pemerintah serta unitnya.

Pada tahap implementasi, bagian akuntansi melakukan proses pencatatan,
penganalisiaan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi atau
kejadian ekonomi yang berkaitan dengan keuangan. Informasi akuntansi tersebut
akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut
merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja sektor publik, terutama kinerja
finnsial.Pelaporan kinerja keuangan yang dihasilkan dari sistem informasi
akuntansi  harus  dilengkapi  dengan informasi  mengenai  Kkinerja
nonkeuangan.Aspek kinerja nonkeuangan dalam organisasi sektor publik banyak
menghasilkan output yang sifatnya tidak berwujud, seperti pelayanan publik yang
sulit diukur kinerjanya dari aspek finansial. Pelaporan kinerja tersebut akan

digunakan sevagai dasar penilaian kinerja.

2.3.6. Evaluasi Kinerja
Menurut Mahmudi (2007: 71) evaluasi kinerja adalah suatu metode dan
proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau

unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar
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Kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara
yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.

Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil optimal apabila dilakukan
dengan cara atau metode yang tidak tepat. Cara-cara evaluasi kinerja menurut Tim
Studi Pengembangan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam
buku Pengukuran Kinerja adalah dengan membandingkan antara:

a. Tingkat Kinerja yang diidentifikasi sebagai tujuan dengan tingkat kinerja yang
nyata.

b. Proses yang dilakukan dengan organisasi lain yang terbaik dibidangnya.

c. Raealisasi dan dan target yang dibebankan dari instansi yang lebih tinggi.

d. Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi periode yang sama
tahun lalu.

e. Rencana evaluasi lima tahun dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun
ini.

Dalam akuntanbilitas kinerja yang sesuai dengan substansinya, maka perlu
akuntanbilitas, kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan peraturan
perundang-undangan.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada
prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja
penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak
semata-mata dimasukkan untuk membantu kelemahan pelaksanaan pemerintah

daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas,
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dan akuntanbilitas pentyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan

DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintah.

2.4. Belanja
2.4.1.Pengertian Belanja

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja daerah
adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja daerah dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang
mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.Belanja
daerah berbeda dengan pengeluaran daerah.Tidak semua pengeluaran yang
dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas dari rekening
kas Umum Daerah dikategorikan sebagai belanja.Namun setiap belanja
merupakan pengeluaran pemerintah daerah.Pengeluaran pemerintah daerah dapat
berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran
pembiayaan.Perbedaannyaadalah untuk pengeluaran pembiayaan membutuhkan

bukti pendukung berupa bukti memorial dan perlu persetujuan DPRD.

2.4.2. Klasifikasi Belanja

Istilah belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak
disektor bisnis.Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu
menjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

Belanja pada organisasi sektor publik ini menjadi ciri khas tersendiri yang
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menunjukkan keunikan sektor publik dibandingkan sektor bisnis karena belanja
di sektor publik secara konsep berbeda dengan biaya yang lebih umum digunakan
di sektor bisnis.

Menurut Bastian (2006: 151), “ Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja
dan beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung
terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank”.
Berdasarkan manfaatnya, biaya yang terjadi pada suatu periode dapat
diklasifikasikan sebagai biaya operasi dan biaya non operasi.

Untuk lebih menguatkan lagi secara hukum, berdasarkan PP Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),belanja diakui pada
saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Pengelompokkan belanja menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
dituangkan dalam peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 meliputi:

a. Klasifikasi Ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada
jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat meliputi:
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja modal
4. Belanja bunga
5. Belanja subsidi
6. Belanja hibah

7. Belanja bantuan social
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8. Belanja lain-lain

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintahan daerah meliputi:

a) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
1) Belanja pegawai
2) Belanja barang
3) Belanja bunga
4) Belanja subsidi
5) Belanja hibah
6) Belanja bantuan sosial

b) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan
asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi.
1) Belanja modal untuk perolehan tanah
2) Belanja modal untuk perolehan gedung dan bangunan
3) Belanja modal untuk perolehan peralatan
4) Belanja modal untuk perolehan asset tak berwujud

¢) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/daerah.

b. Klasifikasi berdasarkan ekonomi, klasifikasi ini berdasarkan unit organisasi

pengguna anggaran.
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1. Belanja untuk pemerintahan pusat yaitu belanja per Kementerian
Negara/Lembaga beserta unit Organisasi bawahannya.
2. Belanja untuk pemerintahan daerah meliputi:
1) Belanja Sekretariat DPRD
2) Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota
3) Dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota
4) Lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota
c. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-
fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Contoh klasifikasi berdasarkan fungsi yaitu:
1. Belanja pelayanan umum
2. Belanja pertahanan
3. Belanja ketertiban dan keamanan
4. Belanja ekonomi
5. Belanja perlindungan lingkungan hidup
6. Belanja perumahan dan pemukiman
7. Belanja kesehatan
8. Belanja pariwisata dan budaya
9. Belanja pendidikan

10. Belanja perlindungan social
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2.4.3. Analisis Pengukuran Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi
apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien,
dan efektif.Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran,
menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat
sasaran.Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat
untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus
tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu
lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya
pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output dan outcome
dari anggaran. (Mahmudi, 2007: 142).

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat membuat

analisis anggaran khususnya analisis belanja antara dengan cara:

2.4.3.1. Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja
merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah
daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya
apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara
realisasi belanja dengan anggaran.Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang
disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians
anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai

nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi
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dua jenis, yaitu: 1) selisih menguntungkan, dan 2) selisih tidak menguntungkan.
Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut selisih
menguntungkan, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya
maka dikategorikan selisih tidak menguntungkan.Selisih realisasi belanja dengan
yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan,
pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya,
jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam
perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak
terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan
kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamantkan dalam
anggaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab varians tersebut DPRD
perlu melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung dengan pihak eksekutif
sehingga bisa menilai apakah selisih tersebut menunjukkan kinerja anggaran yang
baik atau hanya karena anggaran yang ditetapkan kurang efisien. (Mahmudi,
2007: 143).

Kita dapat melakukan analisis pertumbuhan belanja dengan menggunakan

rumus berikut:

Analisis Varians Belanja= Realisasi Belanja — Anggaran Belanja

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

2.4.3.2. Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis  pertumbuhan  belanja  bermanfaat untuk  mengetahui

perkembangan belanja dari tahun ke tahun.Pada umumnya belanja memiliki
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kecenderungan untuk selalu naik.Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan
dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah
cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.Namun demikian
paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan
belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.Analisis
pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan
masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat
dipertanggungjawabkan.Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan
pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat
mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.(Mahmudi,2007: 146)
Maka kita dapat melakukan analisis pertumbuhan belanja dengan

menggunakan rumus berikut:

Pertumbuhan Belanja Thnt = Belanja Thnt — Belanja Thnt-1 x 100%
Realisasi Belanja Thnt-1

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

2.4.3.3. Analisis keserasian belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaaat untuk mengetahui keseimbangan
antar belanja.Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi,
alokasi, dan stabilitasasi.Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik,
maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.Analisis keserasian
belanja berupa analisis belanja operasi dan belanja modal dan analisis belanja

langsung dan tidak langsung.(Mahmudi,2007:148)
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Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembelian barang
barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang masa manfaatnya
lebih dari satu tahun ,antara lain pembelian tanah,gedung,mesin dan
kendaraan,peralatan,instalansi  dan  jaringan,furniture,software  dan lain
lain.(Mahmudi,2010: 96)

Belanja operasi adalah belanja yang masa manfaatnya kurang dari satu
tahun anggaran yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari
atau bersifat rutin,yang meliputi antara lain belanja pegawai,belanja administrasi
dan umum,belanja pemasaran,belanja bunga,belanja subsidi,belanja hibah dan
bantuan sosial,bantuan keuangan.(Mahmudi,2010: 99)

Menurut Mahmudi(2007: 150) “Pada umumnya proporsi belanja operasi
mendominasi total belanja daerah yaitu sekitar 69-90% dan proporsi belanja
modal terhadap belanja daerah adalah antara 5-20%".

Maka Kita dapat melakukan perhitungan analisis belanja modal dan belanja

operasi dengan rumus :

Rasio belanja modal
Terhadap total belanja= Total Belanja Modal x 100%
Total Belanja Daerah

Rasio belanja operasi
Terhadap total belanja= Total Belanja Operasi x 100%
Total Belanja Daerah

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007
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Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program
dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai,belanja barang dan jasa dan belanja
modal.(Mahmudi,2010: 95)

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan
program dan kegiatan yaitu belanja pegawai,belanja bunga,belanja subsidi,belanja
hibah,belanja bantuan sosial,belanja tak terduga.(Mahmudi,2010: 96)

Menurut Mahmudi(2007: 151) “Semestinya belanja langsung lebih besar
dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas
output kegiatan”.

Maka kita dapat melakukan perhitungan analisis belanja langsung dan

tidak langsung dengan rumus :

Rasio belanja langsung
Terhadap total belanja= Total Belanja Langsung x 100%
Total Belanja Daerah

Rasio belanja tidak langsung
Terhadap total belanja= Total Belanja Tidak Langsung x 100%
Total Belanja Daerah

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

2.4.3.4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja
dengan anggaran belanja.Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur
tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.Angka yang dihasilkan

dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada
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standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan
bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan
tahun lalu.Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio
efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengidentifikasikan
telah terjadi pemborosan anggaran. (Mahmudi,2007: 152)

Rasio efisiensi belanja dirimuskan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi Belanja= =Realisasi Belanja x 100%
Anggaran Belanja

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007
Tabel kriteria rasio efisiensi belanja menurut Permendagri nomor 690.900-

327 tahun 1996 :

No Rasio Kriteria

1 < 60% Sangat efisien
2 60%0-80% Efisien

3 80%0-90% Cukup efisien
4 90%-100% Kurang efisien
5 >100% Tidak efisien

Sumber: Permendagri nomor 690.900-327 tahun 1996
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang analisis
pengukuran Kinerja belanja pada laporan realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kinerja belanja BAPPEDA Kota Padang dilihat dari analisis varians secara
umum dapat dikatakan baik karena dari tahun 2011-2013 realisasi belanja
tidak melebihi dari yang di anggarkan.

2. Pertumbuhan belanja BAPPEDA Kota Padang menunjukkan pertumbuhan
yang positif dengan rata-rata 13,75%.

3. Sebagian besar belanja BAPPEDA Kota Padang untuk tahun 2011-2013
dialokasikan lebih besar ke belanja operasi dibandingkan dengan belanja
modal yaitu sebesar dengan rasio 96% untuk belanja operasi dan 3% untuk
belanja modal.Selanjutnya untuk tahun 2011-2013 dialokasikan lebih besar
untuk belanja langsung yaitu dengan rasio sebesar76,51% dan 23,49%
untuk belanja tidak langsung.

4. Kinerja belanja BAPPEDA Kota Padang dilihat dari analisis efisiensi
belanja secara umum  dapat dikatakan kurang efisien yang dapat
dibuktikan dengan rasio efesiensi pada tahun 2011-2013 sebesar 92% dan

berada pada kategori kurang efisien.

76
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5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan antara lain:
1. Bagi BAPPEDA Kota Padang
BAPPEDA Kota Padang diharapkan dapat lebih mampu dan selektif dalam
penyusunan rencana kerja serta pengeluaran kas untuk belanja agar terciptanya
keserasian belanja dan efesiensi belanja dilingkungan BAPPEDA Kota Padang.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian, agar analisis
terhadap Kkinerja anggaran belanja mendapatkan gambar kinerja yang jelas. Dan juga
disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis

kinerja anggaran belanja.
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01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT 8.550.000,00 8.181.000.00 (369,000.00)] 95.68
MENYURAT
101522 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 8.181.000,00 (369,000.00)| 9568
1.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 127 800.000,00 100.313613,00 (27,486,387.00)| 78.49
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Em,s.zz. Belanja Barang dan Jasa 127.800.000,00 100.313.613,00 (27,486,387.00)| 78.49
108 PENYEDIAAN JASA 7.250.000,00 3939 050,00 (3,310,950.00)| 54.33
PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1106522 Belanja Barang dan Jaca 7.250.000,00 3.939.050,00 (3,310,9%0.00)] s4.33
1
-, PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN 50 150 000,00 50.090.000,00 (60,000.00)| 99.88
PERALATAN KERJA
109822 Belanja Barang dan Jasa 50.150.000,00 50.090.000,00 (60,000.00)| 99.88
SPKD 2014
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PEMERINTAH KOTA PADANG .
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN FPEMERINTAH DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN L3

PFERATURAN DAERAM KOTA PADANG

§ 16 Tabes M1

TANGCAL 1 13 September 1811

TAHUN ANGGARAN 2010
PEMERINTAHAN : 1,06, PFERENCANAAN PEMBANGUNAN
y : 1.06.01. BADAN PERENCA N AAN PEMBANGUNAN DAERAR KOTA PADANG
' Jumlah ( Rp. ) Bertambah/ (Berkurang)
. Kode Rekening Uraian Anggaran Setelah Dasar Hukum
Perubshsn Renlisasi (Rp.) %%
1 2 3 4 s(43) . 4
¢11.06.01 | 00( 00| 4 PENDAPATAN . . - N
; Jumlah Pendapatan - - - -
d 1.06.01 (00| 00| 5 BELANJA DAERAH 11,322,688,665.28 10,336,098,458.00 | (986,590,207.28)| 91.29
511.06.01 00/00| 5 Belanja Tidak Langsung 1,836,399,865.28 2,790,696,370.00 (45,703,495.28)| 9839
i11.06.01 | 00| 00| 5 1 |Belanjs Pegawai 283639986528 | 2,790,696,370.00 |  (45,703,495.28)| 98.39
1.06.01 | 00| 00| S | Belanja Langsung 8,486,288,800.00 7.545,402,088.00 | (940,886,712.00)| B88.91
4 PROGRAM PELAYANAN
J f.06.01 |01 ADMINISTRAST PERKANTORAN 985,726,600.00 895,049,338.00 (90.571'.362.“]' 90.80
1.06.01 | 01|01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6,000,000,00 5,178,000.00 (812,000.00)| 86.30
5|1.06.01 [01]01] 5 2 | Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 5,178,000.00 (822,000,00)| 86.30
. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
5 1.06.01 |01} 02 SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 76,388,000.00 36.I410.775.00 (39,977,225.00)| 47.67
611.06.01 |01}02| 5 2 |Belanja Barang dan Jasa 76,388,000.00 36,410,775.00 |  (39.977,225.00)| 47.67
i PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
§|1.06.01 | 01 06 DAN PERIZINANKENDARAAN 7,000,000.00 877,000.00 (6,123,000.00)| 12.53
? DINAS/OPERASIONAL.
1.06.01 [01|06] 5 2 |Belanja Barang dan Jasa 7.000,000.00 877,000,00 (6,121,000.00)| 12.53
' PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
: 1.06.01 | 01|09 PERALATAN KERJA 38,900,000.00 36,283,500.00 (2,616,500.00)| 93.27
%[1.06.01 |01/ 09| 5 2 |Belanja Barang dan Jasa 38,900,000.00 36,283,500.00 (2.616,500.00)| 93.27
: I.06.01 |01 10 |PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 70,000,000.00 69,596,400.00 (403,600.00)| 99.42
6(1.06.01 |01/ 10| 5 2 |Belanja Barang dan Jasa 70,000,000,00 69,596,400.00 (403,600.00)] 99.42
¥ PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN .
% 1.06.01 |01|11 PENGGANDAAN 98,840,800,00 98,743,175.00 (97,625.00)| 99.90
I.Dﬂ.\Ol o1j11| 5 Belanja Barang dan Jasa 98,840,800,00 98,743,175.00 (97,625.00)| 99.90
{ PENYEDLAAN KOMPONEN INSTALASI
1.06.01 | 0112 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 10,000,000.00 9,013,000.00 (977,000.00)| 90.23
) KANTOR .
. 6(1.06.01 |01/ 12| 5 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,023,000.00 (977,000.00)| 90.23
: PENYEDIAAN PERALATAN DAN
1.06.01 | 01|13 PERLENGKAPAN KANTOR 179,645,000.00 174,855,000.00 (4,790,000.00)| 97.33
1.06.01 |O1]13] 5 3 |Belanja Modal 179,645,000.00 174,855,000.00 (4,790,000.00)| 97.33
: PENYEDIAAN BARANG BACAAN DAN
1.06.01 |01)15 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 35,000,000,00 34,141,000.00 (859,000.00)| 97.55
% (10601 |01]15] 5 2 |Belanja Barang dan Jasa 14,040,000.00 13,491,000.00 (549,000.00)| 96.09
6(1.06.01 [01]15] 5 3 |Belanja Modal - “ 20,960,000,00 20,630,000.00 (310,000.00)| 98.52
S 10601 |01]17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN 23,000,000.00 22,917,588.00 (82,412.00)| 99.64
MINUMAN
§[1.06.01 [01]17] 3 2 | Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00 22,917,588.00 (82,412.00)| 99.64
‘|RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN o —_— -
.1.06.01 o1{18 KONSULTASI KE LUAR DAERATL 351,800,000.00 352,680,600. (119, 00)| 99.
1.06.01 (O1]18] 5 2 |Belanja Barang dan Jasa 352,200,000.00 352,680,600.00 (119,400,00)| 99.97
PENDUKUNG PELAYANAN KANTOR / 94,3
.!.0&01 01{19 KOORDINASI DALAM DAERAH 5,300,000.00 5,000,000.00 (300,000.00) 4
1.06.01 (01| 19] 5 2 |Belanja Barang dan Jasa 5,300,000.00 5,000,000.00 (300,000.00)] 94.34
PENYEDIAAN PERALATAN PSR 2
.01 |01{20 i b i 5,000,000.00 965,5 (34,500.00)| 9931
1 |o1|20] 5 2 |Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,965,500.00 (34,500.00)| 99.31
1 lo1]21 PENINGKATAN JASA PELAYANAN 14,312,800.00 14,312,800.00 . 100.00
PUBLIK
o1 [o1]21] 5 1 |Belanja Pegawai 14,312,800.00 14,312,800,00 - | 10000




LAMPIRAN 1.2 | PERATURAN DAEARM

NOMOR 2 10 Tahun 2012
TANGGAL : 18 September 2012
PEMERINTAH KOTA PADANG .
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
OROANISAS!, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
| URUSAN PEMERINTAHAN 11,08, PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ORGANISAS! : 1.08.01. BADAN PERE NCANAAN PEMBANGUNAN DAERAN KOTA PADANG
Jumish (Rp ) Bertambah/ (Berkurang)
KODE REKENING URAIAN Anggaran Setelsh DASAR HUKUM
Porcbahan Realisas! Rp %
3 2 3 a B=4-3 € 7
108 .06.01 00 00 4 PENDAPATAN . . . .
Jnmloh Pondnplun - . - "
1,08 08.01 00 00 § BELANJA DAERAN 12,746,176,318.29 | 12,080,773,526.00
1,08 08.0100 00 5 1 |Belanja Tidak L.nq-ung 3.017,501,515.29 | 2.952,940,340.00 (64,561,175.29)] 97.86
108 0801 00 00 5 1 1 |Belanja Pegawal 2017, 501.515.29 2,052.940.340 00 (64,581,175.29)| 97 86 ’
[ s ety —_— . . i — i ———— ——_ o ——r—a . i Yoot : st ctimmmm—
1.06 .08.01 Belanja Langsung 9,728,674,800.00 | 9,107,833,186.00 | (620,841,814.00) 93.62
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI L T e - -
1.08 .08.01 01 ) PERKANTORAN 1.074,620,800.00 | 1,041,983,783.00 (32.637,017.00)|  98.98 .
1,08 .08.01 o1 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6,000,000.00 $,508,930.00 (494,070.00) 91.77
108 0601 01 01 § 2 2 |Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.00 5,505.930.00 (494,070.00)| 9177
Jriopm PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, T _— ]
108 080101 02 |SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Mwaoniyuicond B cinsiriringpiod BB spocsssiuai; Wil .
108 0801 01 02 5 2 2|Belanja Barang dan Jasa 46,940,000.00 43.659.473.00 (3.280.527.00)| 93.01
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
1.08 .08.01 01 08 PERIZINAN KENDARAAN €,000,000.00 1,040,000.00 (4,960,000.00)| 17.33
DINAS/OPERASIONAL
106 0601 01 06 § 2 2 |Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 1,040,000.00 (4,960,000.00)| 1733
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN -
1.08 .08.01 01 09 PRRALATAN KICIA 35,000,000.00 34,985,000.00 (15,000.00)| 99.96
106 0601 01 09 5§ 2 2|Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00 34,985,000.00 (15,00000)| e998 |
1.08 .08.01 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 90,000,000.00 89,957,700.00 (42300.00)(  99.95 o
106 0601 01 10 § 2 2 |Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00 89,957.700.00 (42,300.00)| 99,95
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
1.08 .08.01 01 11 PUNOGANGAAN 100,000,000 99,230,700.00 (769,300.00)] 99.23
108 0801 01 11 § 2 2|Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00 99,230,700.00 (769,300.00)| 9923
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALAS!
1.08 .08.01 01 12 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 10,000,000.00 9,983,000.00 {17,000.00)| 99.83
KANTOR
(106 08.01 01 12 5 2 2|Belanja Barang dan Jesa 10,000,000.00 9.983,000.00 (17.000.00) 99.83
b — .
PENYEDIAAN PERALATAN DAN
1.08 .08.01 01 13 I IRCTAN KARTOR 200,004,000.00 194,116,000.00 (5.888,000.00)| 97.08
108 0801 01 12 § 2 2|Belanja Barang dan Jasa 25,500,000.00 21, noooooo (3,710,000.00)| 85.45
1060601 01 13 § 2 3 |Belanja Modal 174,504,000.00 172.326.000.00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
1.08 08.01 01 18 PR T e S 35,000,000.00 34,680,000.00 (340,000.00), 99.03
106 08.01 01 15 5 2 2 |Belenjs Barang dan Jass T | 1404000000 |  14.040,000.00 -1 100.00 .
108 0601 01 15 § 2 3 |Belanja Modal 20,960.000.00 20,620,000.00 (340,000.00)| 98.38
1.06 .08.01 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 40,000,000.00 39,536,880.00 (463,120.00)| 98.84
106 0801 01 17 5 2 2|Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00 19,536,880.00 (483,120.00)| 98.04
T |RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN e e N R R
1,08 .08.01 _gq 18 | KONSULTAS! KE LUAR DAERAM 440,000,000.00 438,586,550.00 (1 413,450.00) 99.68
108 0601 01 18 5 2 2 |Belanja Barang dan Jasa 440,000,000.00 438,588,550 00 (1,413,450.00)| 9988
1.08 .08.01 01 20 PENYEDIAAN ALAT KEBERSIHAN 10,000,000.00 9,941,250.00 (88,780.00)| 99.41
108 0801 01 20 5 2 2 |Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9.941,250.00 (58.750.00)| 99.41
1.08 .08.01 01 21 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PUBLIK 12,332,800.00 11,832,800.00 (500,000.00)| 95.98
108 080101 21 § 2 1 |Betania Pegawai 12,332,800.00 11,832,800.00 (500,000.00)| 95.95
PENINGKATAN PELAYANAN
1.08 .08.01 01 22 ADMINISTRAS! PERKANTORAN am.oo n'.m.m.oo _(14.:05.0_00.00) se.79 .
108 0801 01 22 § 2 1|Belanjs Pegawsi 43,344,000.00 28,948,500.00 (14,398,500.00) oen
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
1.06 .08.01 02 AR AIRATCI 447,100,000.00 429,268,515.00 (17,831,485.00)| 96.01
08 0801 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN DAN SERIALA 180,000,000.00 143,207,000.00 (6,793,000.00)| 98.47

GEDUNG KANTOR




